SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 115 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MIMIKA

Menimbang

Mengingat

BUPATI MIMIKA,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan
melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan
penyerahan hasil, maka perlu dibentuk Panitia Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum di Kabupaten Mimika;

bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
diperlukan tanah yang pengadaannya dilakukan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi dan adil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);




-

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor 27 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);




10.

11.

12.

13.

14.

Menetapkan :

KESATU

KEDUA
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2025 Nomor 1);

Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Mimika,

S

ebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1.

Memberikan penjelasan atas penyuluhan kepada masyarakat
yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak
atas tanah, mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah
tersebut dalam bentuk tatap muka agar dapat di ketahui oleh
seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan
dan/atau pemegang hak atas tanah;

. Mengadakan penelitian dan Inventarisasi atas bidang tanah,
bangunan, tanaman dan benda - benda lain yang berkaitan
dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang

haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang
mendukungnya;

4. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah

dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang
memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/
atau besarnya ganti rugi atas tanah haknya akan dilepaskan
atau diserahkan;
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5. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas
tanah dan menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi
kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman,
dan benda - benda lain yang ada diatas tanah;

6. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas
pengadaan tanah dan penyerahan pada pihak yang
berkompeten;dan

7. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan
penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Mimika, apabila
musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan
keputusan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen
Pelaksana Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan Kabupaten Mimika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 7 Maret 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

/}/alfnaggum dengan aslinya
(&, ‘ PALA G\I{\N HUKUM

Jﬁ@f( /ADAN SAO, SH
E’N;'BINA
NIP\‘IWT0523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten
Mimika di Timika;

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 115 Tahun 2025
Tanggal, 7 Maret 2025

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2025

NO JABATAN KEDUDUKAN
' DALAM INSTANSI DALAM PANITIA
1. | Bupati Mimika Pelindung
2. | Sekretaris Daerah Pengarah
3. | Asisten III Bidang Administrasi Umum Penanggung Jawab
4. | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman | Ketua
dan Pertanahan
5. | Kepala Badan Pertanahan Nasional Sekretaris
6. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Anggota
Ruang
7. | Kepala Dinas Kesehatan Anggota
8. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anggota
9. | Kepala Dinas Perikanan Anggota
10. | Kepala Dinas Pendidikan Anggota
11. | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Anggota
12. | Kepala Bagian Hukum Setda Anggota
13. | Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Anggota
Permukiman dan Pertanahan
14. | Kabid.Fispra pada Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
15. | Kabid.Aset Daerah pada BPKAD Anggota
16. | Kabid.Pertanahan Anggota
17. | Kepala Distrik Mimika Baru Anggota
18. | Kepala Distrik Kuala Kencana Anggota
19. | Kepala Distrik Wania Anggota
20. | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah | Anggota
pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
21. | Kepala Seksi Pemakaian Tanah pada Dinas Anggota
Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
22. | Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Anggota

Pengembangan Pada Kantor Pertanahan Kab.
Mimika




23. | Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Pada Kantor Anggota
Pertanahan Kab.Mimika
24. | Staf pada Dinas Perumahan Kawasan Anggota

Permukiman dan Pertanahan ( 2 Orang)

Pj. BUPATI MIMIKA,

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

“ EIM/BINA
10523 200701 1 011
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